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Menimbang

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 23S / HK / 2015
TENTANG

[ZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SD - SMP SATU ATAP TANAH MERAH

BUPATT SIKKA,

bahwa dalam rangka memberikan layanan,
kemudahan, dan menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi, maka setiap Pendirian program
atau satuan pendidikan anak usia dini formal, non
formal, informal, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh
izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
ddan Menengah, mengatur Izin pendirian untuk TK,
SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar
pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional
Pendidikan, diberikan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian
Unit Sekolah Baru SD - SMP Satu Atap Tansh Merah;ﬂ



Mengingat

4.

6

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Tingkat I1 dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tengara Timur (Lemberan Negara Republik
indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Repblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44906);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4614};(
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolalaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 |;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607});

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendinian Sekolah;

pPeraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kega
Dinas-dinas Daerah (Lembaran Deaerah Kabupaten
Sikka Tahun 2011 Nomor S, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahua
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangke
Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Izin Pendirian Untuk Unit Sekolah Baru Sekolah SD -
SMP Satu Atap Tanah Merah yang terletak di Desa
Talibura, Kecamatan Talibura.

izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
karena memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan
formal yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan
Kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan,
sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan
proses pendidikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dit:tapkan{

Ditetapkan di Maumere
pada tangal 24 Juls 2015
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